
Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Buleleng 2019 i

2019

PERJANJIAN KINERJA (PK)
PERUBAHAN TAHUN 2019

D I N A S K O P E R A S I U S A H A K E C I L D A N M E N E N G A H K A B U P A T E N
B U L E L E N G



Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Buleleng 2019 i

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadapan Tuhan Yang Maha Esa / Ida Sang Hyang

Widhi Wasa karena atas Asung Kerta Wara Nugrahanya, sehingga Dinas Koperasi

Usaha kecil dan Menengah Kabupaten Buleleng dapat menyelesaikan Dokumen

Perjanjian Kinerja (PK) Perubahan Tahun 2019.

Dokumen Perjanjian Kinerja ini merupakan dokumen yang berisikan penugasan

dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah

untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja.yang

telah ditetapkan pada Tahun 2019. Dengan dokumen ini diharapkan agar para pejabat

di Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Buleleng mampu

mewujudkan serta mempetanggungjawabkan kinerjanya baik kepada atasan maupun

kepada masyarakat. Dan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Sistem

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dalam upaya membangun Manajemen

Pemerintahan yang transparan, partisipatif, akuntabel dan berorientasi hasil (outcome),

yaitu peningkatan kualitas pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat.

Semoga Dokumen Indikator Kinerja Utama Dinas Koperasi Usaha Kecil dan

Menengah Kabupaten Buleleng ini bermanfaat dan dapat dijadikan parameter

terhadap pencapaian kinerja pelaksanaan pembangunan tahun 2019 dan dijadikan

sebagai bahan masukan untuk menyempurnakan dan meningkatkan kinerja dalam

penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat.

Singaraja, 30 September 2019
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BAB I

PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang

Perjanjian Kinerja menyajikan Indikator Kinerja Utama yang

menggambarkan hasil-hasil yang utama dan kondisi yang seharusnya, tanpa

mengesampingkan indikator lain yang relevan. Untuk Pemerintah Daerah

sasaran yang digunakan menggambarkan dampak dan outcome yang dihasilkan

serta menggunakan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah dan indikator

kinerja lainnya yang relevan. Sedangkan Tingkat Eselon II dan Eselon III

sasaran yang digunakan menggambarkan outcome dan output pada bidangnya

serta menggunakan Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah dan Indikator

Kinerja lain yang relevan.

Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas

kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (outcome) yang seharusnya

terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target

kinerja yang diperjanjikan juga mencakup outcome yang dihasilkan dari

kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja

setiap tahunnya.

1.2 Struktur Organisasi Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah

Kabupaten Buleleng

Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Buleleng

berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 13 Tahun 2016

tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Buleleng,

sebagai pedoman untuk melaksanakan tugas dalam upaya memenuhi tuntutan

masyarakat dengan tujuan meningkatkan kualitas pelayanan publik dan

peningkatan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan visi Dinas Usaha Kecil dan

Menengah Kabupaten Buleleng.

Organisasi Perangkat Daerah yang dibentuk diharapkan mampu

memberikan pelayan yang optimal kepada masyarakat di Kabupaten Buleleng

antara lain adalah sebagai berikut :

1. Kepala Dinas yang dipimpin oleh Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil

Dan Menengah Kabupaten Buleleng, yang dalam pelaksanaan tugasnya

dibantu oleh :

a. Kepala Bidang Koperasi terdiri dari :

1. Seksi Penyuluhan dan Fasilitasi Badan Hukum

2. Seksi Organisasi dan Tata Laksana

3. Seksi Bina Usaha dan Permodalan
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b. Kepala Bidang UKM terdiri dari :

1. Seksi Data dan Penumbuhan UMKM

2. Seksi Pembiayaan UMKM

3. Seksi Pemberdayaan dan Perlindungan UMKM

c. Kepala Bidang Pengendalian dan Pengawasan terdiri dari :

1. Seksi Kepatuhan dan Penerapan Sanksi

2. Seksi Pemeriksaan Kelembagaan Koperasi dan KSP/USP

3. Seksi kesehatan KSP/USP Koperasi

d. Sekretariat

1. Sub Bagian Umum dan Keuangan

2. Sub Bagian Perencanaan

1.3 Tujuan Perjanjian Kinerja

Tujuan Penyusunan Perjanjian Kinerja:

1. Sebagai wujud nyata komitment antara penerima dan pemberi amanah untuk

meningkatkan intergritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja Apaparatur.

2. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur.

3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan

sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi.

4. Sebagai dasar pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi, dan

supervisi atas perkembangan/kemajuan kinerja penerima amanah.

5. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.



Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Buleleng 2019 3

BAB II

GAMBARAN UMUM

2.1 Visi

Visi Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Buleleng

2017-2022 adalah ” Terwujudnya Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah yang

berkualitas dan berdaya saing tinggi berlandaskan falsafah Tri Hita Karana”.

2.2 Misi

Mencermati makna Visi di atas, maka Misi yang di jalankan Dinas

Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Buleleng untuk mencapai visi

di atas adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan Pertumbuhan Koperasi dan UMKM

2. Meningkatkan Kualitas Kelembagaan Koperasi dan UMKM

3. Mendorong Kemandirian dan Daya Saing Koperasi dan UMKM

2.3 Tugas dan Fungsi

Sebagaimana diuraikan dalam Struktur Organisasi kelembagaan Dinas

Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Buleleng dan sesuai dengan

Peraturan Bupati Kabupaten Buleleng No. 75 Tahun 2016 tentang Kedudukan,

Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah, maka

Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Buleleng sebagai

Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang melaksanakan sebagian urusan

Pemerintah Daerah mempunyai Tugas Pokok dan Fungsi sebagai berikut :

a. Tugas Pokok

Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Buleleng

mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan

di bidang Koperasi Usaha Kecil dan Menengah.

b. Fungsi

Untuk melaksanakan tugas tersebut diatas, Dinas Koperasi Usaha

Kecil dan Menengah menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

a. Perumusan kebijakan di bidang Koperasi Usaha Kecil dan Menengah;

b. Pelaksanaan Kebijakan bidang Koperasi Usaha Kecil dan Menengah;

c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Koperasi Usaha Kecil

dan Menengah;

d. Pelaksanaan administrasi Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah;

e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati.
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BAB III

PERJANJIAN KINERJA

3.1 Perjanjian Kinerja (PK) Perubahan

Penyusunan Perjanjian Kinerja Perubahan merupakan salah satu tahapan dalam

Sistem Akuntabilitas Kinerja Intansi Pemerintah yang termuat dalam Peraturan

Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah. Menurut petunjuk teknis perjanjian kinerja, pelaporan kinerja dan tata

cara reviu instansi pemerintah yang termuat dalam PERMENPAN No. 53 Tahun 2014,

Perjanjian kinerja merupakan lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari

Bupati/Walikota sebagai pemberi amanah kepada Pimpinan Perangkat Daerah sebagai

penerima amanah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan

indikator kinerja. Melalui perjanjian ini maka terwujudlah komitmen dan kesepakatan

antara Bupati/Walikota sebagai pemberi amanah dan Pimpinan Perangkat Daerah

sebagai penerima amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan

wewenang serta sumber daya yang tersedia.

1. Pihak yang menyusun Perjanjian Kinerja (PK) Perubahan

a. Pemerintah Daerah menyusun Perjanjian Kinerja Perubahan tingkat

Pemerintah yang ditandatangani oleh Bupati/Walikota.

b. Pimpinan Perangkat Daerah menyusun Perjanjian Kinerja Perubahan

kemudian ditandatangani oleh Bupati/Walikota dan pimpinan Perangkat

Daerah.

2. Waktu Penyusunan

Perjanjian Kinerja Perubahan harus disusun setelah Perangkat Daerah

menerima dokumen pelaksanaan anggaran, paling lambat satu bulan setelah

dokumen anggaran disahkan.

3. Penggunaan Sasaran dan Indikator

Perjanjian Kinerja Perubahan menyajikan Indikator Kinerja Utama yang

menggambarkan hasil-hasil yang utama dan kondisi yang seharusnya, tanpa

mengesampingkan indikator lain yang relevan.

4. Format

Format terdiri dari 2 (dua) bagian, yaitu Pernyataan Perjanjian Kinerja

Perubahan dan Lampiran Perjanjian Kinerja Perubahan.

5. Perjanjian Kinerja Perubahan dapat direvisi atau disesuaikan dalam hal terjadi

kondisi sebagai berikut:

a. Terjadi pergantian atau mutasi pejabat;

b. Perubahan dalam strategi yang mempengaruhi pencapaian tujuan dan sasaran

(perubahan program, kegiatan dan alokasi anggaran);

http://pemerintah.net/sistem-akuntabilitas-kinerja-instansi-pemerintah/
https://drive.google.com/file/d/0B2vvBcx-oAyeSnBUQ09HSUtnZWc/view?usp=sharing
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c. Perubahan prioritas atau asumsi yang berakibat secara signifikan dalam

proses pencapaian tujuan dan sasaran.

Untuk Pemerintah Daerah sasaran yang digunakan menggambarkan dampak dan

outcome yang dihasilkan serta menggunakan Indikator Kinerja Utama Pemerintah

Daerah dan indikator kinerja lainnya yang relevan. Sedangkan Tingkat Eselon II dan

Eselon III sasaran yang digunakan menggambarkan outcome dan output pada

bidangnya serta menggunakan Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah dan

Indikator Kinerja lain yang relevan.
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BAB IV

PENUTUP

Perjanjian Kinerja (PK) Perubahan di lingkungan instansi pemerintah

khususnya di lingkungan Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten

Buleleng ditetapkan sebagai dasar untuk menilai maupun melihat tingkat kinerja suatu

program yang dijalankan unit kerja. dalam rangka pengukuran dan peningkatan

kinerja serta lebih meningkatkan akuntabilitas kinerja masing-masing. Pengukuran

Kinerja dilakukan untuk mengelola kinerja agar Organisasi Perangkat Daerah (OPD)

dapat mencapai hasil yang baik dan kinerja yang tinggi. Dengan ditetapkannya

Indikator Kinerja Utama secara formal, maka diharapkan akan dapat diperoleh

informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen

kinerja secara baik, dan lebih berhasil. Informasi yang diperoleh akan dipakai acuan

dalam membuat keputusan-keputusan yang dapat memperbaiki kegagalan,

mempertahankan keberhasilan dan meningkatkan kinerja di masa yang akan datang.

Akhirnya kami mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah

membantu dalam tersusunnya Dokumen Perjanjian Kinerja (PK) Perubahan Tahun

2019 Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Buleleng ini, walaupun

dalam penyusunannya masih jauh dari sempurna. Semoga dokumen ini dapat

bermanfaat dan digunakan sebagaimana mestinya.



  

 

 

 

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2019 

DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH 

 
 

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel 

serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :  

 

Nama  : Drs. Dewa Made Sudiarta 

Jabatan : Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Buleleng. 

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA 

Nama  : Putu Agus Suradnyana, S.T. 

Jabatan : Bupati Buleleng 

Selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA. 

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target Kinerja yang seharusnya sesuai lampiran 

perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan 

dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi 

tanggung jawab kami. 

 

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap 

capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian 

penghargaan dan sanksi. 

 

 

 

 

                  

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PIHAK KEDUA 

 
 

 

 

 

Putu Agus Suradnyana, S.T. 

Singaraja, 30 September 2019 

 

PIHAK PERTAMA 

 

 

 

 

Drs. Dewa Made Sudiarta 

Pembina (IV/a) 

NIP. 19741014 199311 1 001 

 

PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG 

DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH  

Jalan Teleng No. 1 Singaraja 81116  Telp. (0362) 21843, Fax. (0362) 21843 



PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2019 

DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH 

 

NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR 

KINERJA UTAMA 

TARGET 

1. Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas 

Koperasi dan UMKM                                                                                              

Persentase Koperasi 

Aktif 

85,5% 

Persentase 

Pertumbuhan UMKM 

4,78% 

 

 

No Program Anggaran Ket 

1. 

 

Program Pelayanan Administrasi 

Perkantoran 
Rp.  1.438.411.800,00  

2. Program Peningkatan  Sarana dan 

Prasarana Aparatur 
Rp.     376.100.000,00  

3. Program Peningkatan Disiplin 

Aparatur     
Rp.       50.200.000,00  

4. Program Peningkatan Kapasitas 

Sumber Daya Aparatur 
Rp.         4.500.000,00  

5. Program Peningkatan 

Pengembangan Sistem Pelaporan 
Capaian Kinerja dan Keuangan 

Rp        61.909.400,00  

6. Program Perencanaan Anggaran 

SKPD 
Rp.     160.938.800,00  

7. Program Informasi Pembangunan 
Daerah  

Rp.       28.850.000,00  

8. Program Penciptaan Iklim Usaha 

Kecil Menengah yang Kondusif  

Rp.     193.842.000,00  

9. Program Pengembangan 
Kewirausahaan dan Keunggulan  

Kompetitif Usaha Kecil Menengah 

Rp.     179.000.000,00  

10. Program Pengembangan Sistem 

Pendukung Usaha Mikro Kecil 
Menengah 

Rp.     258.748.000,00  

11. 

 

Program Peningkatan Kualitas 

Kelembagaan Koperasi 

Rp.     608.300.000,00 

 
 

12. Program Pengembangan Usaha 

Koperasi 

Rp.     134.100.000,00  

13. Program Pengendalian dan 
Pengawasan Koperasi                   

Rp.    203.600.000,00 
 

 

TOTAL Rp. 3.698.500.000,00  

 

 

 

                      BUPATI BULELENG 

 

 

 

 

 

Putu Agus Suradnyana, S.T. 

Singaraja, 30 September 2019 
 

 

 
 

 

 

Drs. Dewa Made Sudiarta 
Pembina (IV/a) 

NIP. 19741014 199311 1 001 
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